BANJAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN ARANIO

JI. Ir.P.M.Noor Desa Aranio Kode Pos 70662

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN CAMAT ARANIO
KABUPATEN BANJAR

NOMOR: 05 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA KECAMATAN ARANIO
KABUPATEN BANJAR

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Bupati
Banjar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Banjar ;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian
tujuan dan sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan
kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Aranio perlu
menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Aranio.;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4917);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor; 5. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar
(Lembaran Daeah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daeah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2019 Nomor 6 ) sebagaimana diubah dengan Peraturan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2021 Nomor 48);

16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN CAMAT ARANIO KABUPATEN BANJAR TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN ARANIO

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian

: suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun

: perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja, serta

melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Aranio sebagaimana tercantum

: dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Camat Aranio Kabupaten Banjar ini.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: ARANIO
pada tanggal : 03 JANUARI 2023

CAMAT ARANIO
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HARJUNAIDI,SE
Penata Tk I/llid
NIP. 19700503 199303 1 010



Lampiran I

Keputusan Camat Aranio

Nomor 05 Tahun 2023
Tanggal 03 Januari 2023
INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAMAT ARANIO
TAHUN 2023
NO g‘/[\JSAJAR?\I\é INK]?;\II;‘?{T]‘ZR DEFINISI FORMULASI PENANGUNG | SUMBER
STRATEGIS UTAMA OPERASIONAL PERHITUNGAN JAWAB DATA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Indeks Kepuasan

Masyarakat

te\dalah d"’?ta dan (Total dari nilai

informasi tentang ersepsi per unsur /

tingkat kepuasan P psip
total unsur yang

masyarakat yang . s

. : terisi) x nilai Laporan
diperoleh dari . )
Indeks . penimbang Hasil
Terselenggaranya hasil pengukuran
p Kepuasan o Survey
1. | Reformasi dalam secara kuantitatif Camat
. Masyarakat s Kepuasan
Pelayanan Publik dan kualitatif atas .
Kabupaten (Rujukan : Masyarakat

pendapat

masayarakat Permenpan Nomor 14 Kabupaten
Tahun 2017 tentang

dalam .
Survei Kepuasan

memperoleh

. Masyarakat)

pelayanan dari

aparatur

penyelenggara.

1.1 | Meningkatnya Nilai Evaluasi Pengukuran (Total dari nilai Camat Tim Penilai
Penyelenggaraan Kecamatan kinerja kecamatan | persepsi per unsur / Kinerja
Pemerintahan di Kinerja terhadap total unsur yang Kecamatan
Kecamatan tingkat kreativitas | terisi) x nilai Tingkat

dan inovasi penimbang Kabupaten
perangkat
kecamatan dalam | Aspek yang dinilai
mengoordinasikan | meliputi :
dan melaksanakan | Aspek Administrasi,
program Aspek Pembinaan
pemerintahan dan | Penyelenggaraan
pembangunan, Pemerintahan Desa,
kesejahteraan Aspek Pelayanan
masyarakat di Publik, Aspek
wilayah Kesejahteraan Sosial,
kerjanya. (Perbup | Aspek Ketentraman
Banjar Tentang dan Ketertiban, Aspek
Pedoman Evaluasi | Pemerintahan Umum
Kinerja dan Pelimpahan
Kecamatan) Kewenangan, dan

Aspek Pemberdayaan

Masyarakat.

CAMAT ARANIO

<

HARJUNAIDI,SE

Penata Tk I/1lld
NIP. 19700503 199303 1 010




Lampiran II

Keputusan Camat Aranio

Nomor 05 Tahun 2023
Tanggal 03 Januari 2023
INDIKATOR KINERJA UTAMA (LEVEL PROGRAM)
KECAMATAN ARANIO
TAHUN 2023
NO SASARAN INDIKATOR DEFINISI FORMULASI PENANGUNG SUMBER
KINERJA UTAMA OPERASIONAL PERHITUNGAN JAWAB DATA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penilaian mandiri
indikator Indeks
kepatuhan dan Kepatuhan dan
Terselenggaranya kinerja intern Kinerja Intern
(IKKI) Kecamatan | _
urusan o =3 (Unsur
Penilaian merupakan salah . . .
pehyusunan Mandiri Indeks satu instrumen kinerja utama x Hasil
o -
1. e?gr?g;ir;an kepatuhan dan untuk menilai 40%) + (Unsur SEIéiE%I,RIS P&zggli?in
kelilan an umu’m kinerja intern tata kelola, kepatuhan x IKKI
dan keg o ’awaian Kecamatan manajemen risiko | 30%) + (Unsur
peg dan kematangan | Pelayanan
system Umum x 30 %)
pengendalian
intern di
Kecamatan
) umlah fasilitasi
Meningkatnya ]pembinaan dan
fasilitasi pengawasan
p;r:f;:;r;;isn Persentase desa/kelurahan
2 penyelenggaraan faesrlrlllk:?r?;an dan ya;lgt;elr]ljrl;ﬁﬁa : KASI Kecamatan
' pemerintahan p e PEMERINTAHAN Aranio
pengawasan fasilitasi
desa/kelurahan .
. desa/kelurahan pembinaan dan
sesuai dengan
ketentuan pengawasan
desa/kelurahan
yang terlaksana
Jumlah
Penyelenggaraan
Urusan
Meningkatnya Persentase P[ejﬁil;n;z}rlén
3 Peny[ejlre;lig;raan Eirlg:rllenggaraan terlaksana : KASI Kecamatan
' . . Total jumlah PEMERINTAHAN Aranio
Pemerintahan Pemerintahan Penvelenegaraan
Umum Umum yUru sgagn
Pemerintahan
Umum yang
terlaksana
Jumlah
Koordinasi dan
Fasilitasi
Penyelenggaraan
ketentraman dan
Meningkatnya Persentase uliﬁfle;ltlskzrtla
Koordinasi dan | Koordinasi dan .
e e perlindungan
Fasilitasi Fasilitasi masvarakat di
Penyelenggaraan | Penyelenggaraan kec};matan ] KASI
ketentraman dan | ketentraman dan . ) KETENTRAMAN | Kecamatan
4, . . Total jumlah i
ketertiban umum | Ketertiban Koordinasi dan DAN Aranio
serta umum serta Fasilitasi KETERTIBAN
perlindungan perlindungan Penveleneearaan
masyarakat di masyarakat di yelensg
ketentraman dan
kecamatan kecamatan Ketertiban
umum serta
perlindungan
masyarakat di
kecamatan yang
terlaksana
Meningkatnya Persentase Jumlah KASI
g L L Kecamatan
5. Koordinasi dan Koordinasi dan Koordinasi dan | PEMBERDAYAAN Aranio
Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi MASYARAKAT




Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat di Masyarakat di Masyarakat di

Kecamatan Kecamatan Kecamatan yang

terlaksana :
Total jumlah
Koordinasi dan
Fasilitasi
Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kecamatan yang
terlaksana
Jumlah Fasilitasi
Kewenangan
Pemerlu
Meningkatnya Pel.ayanan
o Kesejahteraan
Koordinasi dan Persentase .
e e Sosial dan
Fasilitasi Fasilitasi
Kebencanaan
Penyelenggaraan Kewenangan
. Kecamatan Yang
Pelimpahan Pemerlu i
Kewenangan Pelayanan Terlaksana ; KASI Kecamatan
’ . Total Jumlah KESEJAHTERAAN ,
Pemerlu Kesejahteraan e Aranio
. Fasilitasi SOSIAL
Pelayanan Sosial dan
. Kewenangan
Kesejahteraan Kebencanaan
‘ Pemerlu
Sosial dan Kecamatan Yang
Pelayanan
Kebencanaan Terlaksana .
Kesejahteraan
Kecamatan °
Sosial dan
Kebencanaan
Kecamatan Yang
Terlaksana
CAMAT ARANIO
JZaN kg
75 M@({o' .
/“:(/ Y‘\
i M\
(2| KECAMATAN |2 (
ARANIO /.

HARJUNAIDI,SE
Penata Tk I/llld
NIP. 19700503 199303 1 010



Lampiran III :  Keputusan Camat Aranio
Nomor : 05 Tahun 2023
Tanggal : 03 ]Januari 2023



DEFINISI PENANG
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA OPERASION | FORMULASI PERHITUNGAN UNG SUMBER DATA
UTAMA
AL JAWAB
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah penyelenggaraan
Terselengearan Persentase urusan pemerintahan umum
&8 penyelenggaraan sesuai penugasan kepala
ya urusan . e KASI
. urusan pemerintahan daerah yang terfasilitasi :
pemerintahan . PEMERI .
1. . umum sesuai Total Jumlah Kecamatan Aranio
umum sesuai NTAHA
penugasan kepala penyelenggaraan urusan
penugasan . . N
kepala daerah daerah yang pemerintahan umum sesuai
terfasilitasi penugasan kepala daerah
yang terfasilitasi
Jumlah fasilitasi
Terfasilitasinya e rekomendasi dan koordinasi
: Persentase fasilitasi .
rekomedasi dan . pembinaan dan pengawasan
R rekomendasi dan : KASI
koordinasi N pemerintahan desa yang
. koordinasi PEMERI .
2. | pembinaan dan . terlaksana : Total Jumlah Kecamatan Aranio
pembinaan dan e . NTAHA
pengawasan eneawasan fasilitasi rekomendasi dan N
pemerintahan bengav koordinasi pembinaan dan
pemerintahan desa .
desa pengawasan pemerintahan
desa yang terlaksana
Terlaksananya emberdayaan besayang. | oA
Koordinasi Persentase terlaksan;' Total 'urilahg PEMBER
3. Kegiatan Koordinasi Kegiatan L ) DAYAAN Kecamatan Aranio
Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan | Pemberdayaan Desa MASYAR
Pemberdayaan Desa yang
Desa AKAT
terlaksana
Jumlah Penyelenggaraan
Telzz)lisdai?lzgiy ) Persentase Ketenteraman dan KASI
Upava Penveleneoaraan Ketertiban Umum di KETENT
pay y &8 Kecamatan yang terlaksana: | RAMAN .
4. | Penyelenggaraa | Ketenteraman dan Kecamatan Aranio
: . Total Penyelenggaraan DAN
n Ketenteraman | Ketertiban Umum di
dan Ketertiban | Kecamatan Ketenteraman dan KETERT
Umum Ketertiban Umum di IBAN
Kecamatan yang terlaksana
Terlaksafnan.ya Jumlah Koordinasi Kecamatan Aranio
Koordinasi KASI
Persentase Penerapan dan Penegakkan
Penerapan dan L KETENT
Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah Yang
Penegakan e . RAMAN
5. dan Penegakkan Terfasilitasi : Total jumlah
Peraturan L DAN
Peraturan Daerah Koordinasi Penerapan dan
Daerah dan o KETERT
Yang Terfasilitasi Penegakkan Peraturan
Peraturan e IBAN
Kepala Daerah Daerah Yang Terfasilitasi
Jumlah Penyelenggaraan
I;I; flaell(:r?na:éz Urusan Pemerintahan yang
r}llUrusgagn Persentase tidak Dilaksanakan oleh Unit
. Penyelenggaraan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintahan . . KASI
. Urusan Pemerintahan yang ada di Kecamatan Yang
yang tidak . KESEJA
’ yang tidak Terlaksana : Total Jumlah .
6. Dilaksanakan . HTERAA Kecamatan Aranio
. . Dilaksanakan oleh Penyelenggaraan Urusan
oleh Unit Kerja . . . : N
Unit Kerja Perangkat Pemerintahan yang tidak
Perangkat ) , . . SOSIAL
Daerah yang Daerah yang ada di Dilaksanakan oleh Unit Kerja
ada di Kecamatan Perangkat Daerah yang ada
Kecamatan di Kecamatan Yang
Terlaksana
Jumlah Pelaksanaan Urusan
Pelaksanaan Persentase N Pemerintahan yang KAS]
Urusan Dilimpahkan kepada Camat
, Pelaksanaan Urusan KESEJA
Pemerintahan . Yang Terlaksana : Total .
7. Pemerintahan yang HTERAA Kecamatan Aranio
yang . Jumlah Pelaksanaan Urusan
- Dilimpahkan kepada . N
Dilimpahkan Camat Pemerintahan yang SOSIAL
kepada Camat Dilimpahkan kepada Camat
Yang Terlaksana
Dokumen
perencanaan
terdiri dari :
Dokumen
Tersusunnya Renja Murni,
perncaan | dokamen sy
enja Jimleh Reseluraban Dokumen Pevncans, Penganggaran, Evilst
dan Evaluasi perencahaan, d Perubahan, iz Mg s Ty i e PERENC p Dokumen PerE(:enclana'flré,
Kinerja pengangggran' an Perjanjian Tod Juj.llah Resehumubian D:}mm!r.P!raT.:@r. .P!n;argargn Brahiag ** ANAAN, enganggar_an, : valuasl dan
evaluasi kinerja o dan Peaporan vang D Tegat Wity dn Berbusites Pelaporan Kinerja Kecamatan
perangkat Kinerja (PK) KEUANG Arani
perangkat daerah Murni ranio
daerah yang Ktud urnt, AN DAN
berkualitas tepat waktu dan tepat | Perjanjian ASET
mutu Kinerja (PK)
Perubahan,
RKT Murni,
RKT

Perubahan,




Rencana
Aksi, Tabel
Keselarasan.

Dokumen
penganggara
n terdiri dari
: RKA Murni,
RKA
Perubahan,
DPA Murni,
DPA
Perubahan.

Dokumen
evaluasi
teridiri dari :
Laporan
Renja dan
Laporan Fisik
dan
Keuangan
Bulanan.

Dokumen
pelaporan
kinerja
LKJIP, LKP]

Yang
dimaksud
tepat waktu
adalah
bahwa
dokumen-
dokumen
tersebut  di
atas  dapat
diselesaikan
penyusunana
nya  sesuai
dengan
waktu yang
ditetapkan.
Yang
dimaksud
dengan
sesuai
ketentuan
bahwa dalam
penyusunan
dokumen-
dokumen
tersebut  di
atas mengacu
dan
berpedoman
kepada
peratuan
perundang-
undangan
yang berlaku
sesuai
dengan jenis
dokumen
yang disusun.

Pelaksanaan
Penatausahaan
keuangan
perangkat
daerah yang
berkualitas

Persentase dokumen
keuangan perangkat
daerah tepat waktu
dan tepat mutu

Dokumen
penatausaha
an dan
pengujian/ve
rifikasi
keuangan
SKPD terdiri
dari :

1. Uang
Persedian
(UP),

2. Ganti
Uang
(GU),

3. Langsung
(LS),

4. Tambah
Uang

ol Dekmen Pentausahaen dan P st
Vorifikasi Keuamgan SKFD yang Disusun Tegat Wk din Tepat M
ol Seurah Dokumen Penatusahaan dan Penguian at Verifkagi !
Reuzngsn SKPD yanz Disusun Tt Wikt i Temit D

0%

KASUBA
G
PERENC
ANAAN,
KEUANG
AN DAN
ASET

Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian/
Verifikasi Keuangan SKPD




(TU)

Yang
dimaksud
dengan tepat
waktu adalah
bahwa
dokumen-
dokumen
tersebut
dalam
penyelesaian
harus sesuai
dengan
waktu yang
ditetapkan /
tidak boleh
terlambat.
Yang
dimaksud
dengan tepat
mutu adalah
bahwa dalam
penyusunan
dokumen-
dokumen
tidak boleh
menyalahi
spesifikasi
yang berlaku
sesuai

dengan
peraturan
perundangan
nya.
Terlaksanany
Pelaksanaan a dokumen KASUBA
pengelolaan Tersusunnya pengelolaan G
Barang Milik d barang milik PERENC
okumen pengelolaan Jumlah Dokumen Pengelolaan Dokumen Pengelolaan Barang
Daerah Barang Milik Daerah daeral.l Barang Milik Daerah ANAAN, Milik Daerah
Perangkat tepat waktu sesual KEUANG
Daerah yang P dengan AN DAN
berkualitas waktu yang ASET
ditetapkan
Lancarnya Administra.lsi Terlaksanany
administrasi Kepegawaian 2 .
kepegawaian Perangkat Daerah Admlmstrgm
daerah sesuai kebutuhan dan | Kepegawaian
tepat waktu Daeah
Ter.selenggaran Persentase jasa Jumlah orang
yajasa penunjang pelayanan tenaga
penunjang umum kantor yang koptrak yang
pelayanan terpenuhi dibayarkan
umum kantor p honornya
Tersedianya Persentase Jumlah
sarana dan Pengadaan Barang Pengadaan
prasarana Milik Daerah sesuai Barang Milik
sesuai dengan dengan rencana Daerah yang
kebutuhan kebutuhan dibeli
Terpeliharanya | Persentase Barang
sarana dan Milik Daerah yang Jumlah
. ; Barang Milik
prasarana terpelihara sesuai Daerah
. aerah yang
sesuai dengan dengan rencana dipelihara
kebutuhan kebutuhan
Persentase Jumlah
Terselenggaran Terfaslilitasinya fasilitasi
ya kegiatan penyelenggaraan penyelenggar
penunjang aan
kantor administrasi Administrasi
Perkantoran

perkantoran




INDIKATOR KINERJA UTAMA (LEVEL KEGIATAN)
KECAMATAN ARANIO
TAHUN 2023

CAMAT ARANIO

<

HARJUNAIDI,SE
Penata Tk I/1lid
NIP. 19700503 199303 1 010




